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KEPALA DESA BABAKANIATI

bahwa pemenniah desa wogh menvusun dokunen perenconsan pemenntsh desa
berupa Remcann Kega Pemnerinesh Desa (RKPDesa) yang merapaksn
Hencana Pembangunan Janghs Menengah Desn | RPIMDesal,

&

bahwa Rencans Kerja Pemerintah Desa (FLE PDesa) dilakukan akeh m penyusan
REFDesa, dibahas dan disepakati secars resmi oleh Badan Permisyswarstan
Desa (APD) melalus Morpawarah Desa Penyusunan REP Do,

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan schagamann hruf o dan b perly membuat
peraturan desn tentang Rencans Kera Penermuh Dess (REPDesa) olch Kepals
Desa,

| Undang-undang Nomor & whun 2014 tentang Desa, | Lembamn MNegura
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

2. peramuran Pemerintah Republik Indonesin MNomor i;ﬂl:l!n 014 temtmng
Pernturan pelaksanasn Undang-undang Nomor & Tahun tentang Desn.

7 Permuran Pemenntsh Republik Indonesia Nomor 60 mhun 2014 ieninng Dwna

4  Peramuran Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tabun 2014 tentany  Pedoman
Teknis Peraturan di Desa: . s

4§ Pernturay Menteri Dalam Negen Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pe

6 Persturan Menteri Dalam Negeni Nomor 114 Tabun 2014 tenang P
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7 Persturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrau Nomos | Tahu
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" Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmagras Nomor 2 Tahe




Dengan Kesepakatan Bersams
HBADAN PERMUSY AWARATAN DESA BARBAKAMIATI
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MEMUTUSKAN :

Menetnplnn : PERATURAN DESA TENTANG REMCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(REPDesa) TAHUN 2021
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Dalwm Perataran Desa it yang dimaksud dengan
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Dnersh adalah Kabupaten Kuningan

Pemenintah Dacrah adalah Pemenntah Kabapaten Kumingan
BHupat adalah Bupat Kuningan

Dewan Perwakilnn Rakyal Daerah adalsh Dewsn Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten Kuaningan

Camat sdalah Perangkm Daersh yang mempumyvai wilayah kera di tingkst Kecamnian dalam
Kabupaten Kunimgan

Desa adalah Desa adalah desa dan dess adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutmya discbut

Desa, ndalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak wadisional yang diakii dan dihormati dalsm sistem
Pemerintahan Negira Kesasan Republik Indonesia. p
dalam sistem Pemenntahan Negera Kesatuan Republik Indonessn. i
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berdasarkan keterwakilan wilnysh dan ditetapkan secara demokratis,
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan dan kepent
mmqmmiuﬂmﬂwmw“

unsiir penyelenggaraan pemeninishan desa,




BAB 11
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN REPDea
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sunggub-sunggubl asprasi yang berkembang & masyarakat vang diwadahi oleh Lembaps

Kemasynrakatan Desa,
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desa penvusuman RKP Desa

4. MMMWWMFMMHWMWM
RKP Desa, maka Kepaln Diesa mengelumkan Persturan Desa tentany REP Desa tabun 2021
dalam bentuk Dokumen RKP Desa:

5. BPD menyelenggarakan musyawarsh DesaPenyusunan RKP Desa yang dibadin oleh BPD dan
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&, Sﬂﬂhﬁpﬁudnﬁmmﬂnﬁwm;mhmwmﬂmﬂﬂnm:
desa sertn memenntahkan Schretans Desa nruk mengundangkan dalam Lembarnn Desa
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MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

Fasal 3

I. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib m‘nﬂal_mdh-lihi '
2 Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Dﬂh Pﬂx-n -.-.:, ' berdasarkan
miusyawarah dan mufakat,

BAB IV
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e Meningkatkan Pelayvanan kepada Masvarakm secarn Cepat, Tepat, Tanggap. dan Terbuka .

BABR Y
STRATEGI DAN ARAH KEBLIAKAN
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Strategi Pembangunan [Desa -
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Meningkatkan kualitns dan kuantitas pernerintahan desa dan BPD,
Memnghkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masynrakar dess
Muln_kwuhn program pemberdaynon masyarakst Desa
Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar dess menjadi berkembang dan
mandiri,
Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestan
Terwujudnya pelayanan masyaraknt yang prima didnsarkan pada pemerintshan yang baik, bersih dan
berwibawn

Pasal 7

Arah Kebijakan Keunngan Desa
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Tersedianya sarana dan prasarans kebutuhan dasar masyarakat

Terlaksananys program-program yang melibatkan partisipas: masyaraka
TmﬁmﬂmmudmmuhﬁMMnmﬂhmmme
masyarakal desa;

Terwujudnya kualitas pemerintahan desa don BPD dalwm  melaksanakan penyelenggaraan
pembangunan di desa,

Pasal 8
Bidang Pemenintahan Desa;

Bidang Pembangunan Desa;
Ridang Pembinaan kemasyarkatan,

Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Bidang Penanggulangan Nencana, Darurat dan Mendesak Desa.
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Pasal 10

Peraturan Desa tentang REP Desa imi mulai berlaku pada saat dundangkan,  Agar setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran
Desa




